
 

 
 
 

 
 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR  29   TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PENUGASAN KEPADA DESAUNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakanAdministrasi 

Kependudukan di Kabupaten Kendal sehingga 
dapatberjalantertib, efektif dan efisien,makaberdasarkan Nota 

Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kendal Nomor : 470/800/Dispendukcapil tanggal 
30 Mei 2017 Perihal Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang 

PenugasanKepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian 
Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal, 
ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang AdministrasiKependudukansebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu 
menugaskan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian 

urusan Administrasi Kependudukan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa, penugasan kepada desa ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan  
Peraturan Bupati  tentangPenugasan Kepada Desa Untuk 
Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006tentang 

Administrasi Kependudukan Administrasi 
Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5475); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahuin 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang1950 Nomor 12, 

13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4734) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 265, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5373); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 
2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5878); 

11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu 

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 

2013 Nomor 257); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang  Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 2037); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2011 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 67) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 8 Seri E No. 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 147); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 
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Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 51 Seri D No.6); 

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan di Kabupaten Kendal sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 51 Seri D No.6); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENUGASAN 

KEPADA DESA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN 
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN 
KENDAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Bupati adalah Bupati Kendal. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuyan Republik Indonesia. 

5. Penugasan adalah pemberian tugas dari pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten/kota kepada desa dalam melaksanakan 
sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, 

pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas 
pembantuan. 

 

BAB II 

PENUGASAN DAN LINGKUP PENUGASAN 
KEPADA DESA 

Pasal 2 
 
 

(1) DenganPeraturanBupatiini menugaskan kepada Desa 

untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi 
kependudukandi Daerah. 

(2) Lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagai berikut :  

a. pendataan penduduk; dan 



5 
 

b. pelaporan kependudukan. 

(3) Rincian lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah sebagai berikut: 

a. pendataan penduduk yang meliputi : 

1. pendataan penduduk rentan kependudukan; 

2. pendataan bayi baru lahir belum memiliki NIK; 

3. pendataan WNI yang berada di luar negeri; dan 

4. pendataan kepemilikan dokumen kependudukan dan 
pencatatan sipil. 

b. pelaporan kependudukan : 

1. pelaporan LAMPID (lahir, mati, pindah, datang); 

2. pelaporan jumlah penduduk rentan kependudukan; 

3. pelaporan jumlah WNI yang berada di luar negeri; 

4. pelaporan jumlah kepemilikan dokumen 
kependudukan dan pencatatan sipil. 

 

BAB III 
PELAPORAN 

Pasal 3 
 

Kepala desa wajib melaporkan pelaksanaan penugasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, kepada Bupati melalui 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kendal. 
 

Pasal 4 

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali. 
 

BAB IV 
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI 

Pasal 5 
 

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. aspek penyelenggaraan sebagian urusan administrasi 
kependudukan; dan 

b. aspek kecepatan, kemudahan, transparansi, dan 
akuntabilitas. 

(3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kendal. 

 
 

BAB V 
PEMBIAYAAN 

Pasal 6 

(1) Pembiayaan dalam pelaksanaan penugasansebagian 

urusan administrasi kependudukan di Daerahdibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 7 

(1) Desa melaksanaan sebagian urusan administrasi 
kependudukan yang ditugaskan oleh Daerah paling 
lambat mulai tanggal 1 Januari 2018. 

(2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Kendal melaksanakanurusan administrasi 

kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sebelum dilaksanakan oleh Desa. 

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kendal mempersiapkan dan memfasilitasi 
teknis pelaksanaan penugasan sebagian urusan 
administrasi kependudukan kepada Desa. 

 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 12 Juni 2017 
 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 

Diundangkan di Kendal 

pada tanggal 12 Juni 2017  
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

Cap ttd 
 

BAMBANG DWIYONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 30 


